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Jadi Motor Penggerak Ekonoml

Program 3 Juta Rumah
Ditunggu Masyarakat

Senayan meminta Pemerintah mempercepat
pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah.
Sebab program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini
akan menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan
rendah untuk memiliki rumah.

WAKIL Ketua Komisi V DPR
Svaiful Huda menegaskan, per
cepatan dan konsistensi pelak
sanaan program pembangunan
3 juta rumah sangat diperlukan.
Sebab program ini bukan seka
dar solusi atas backlog atau
kebutuhan perumahan. tetapi
juga sehagal motor penggerak
ekonomi rakyat.

“Iika kita konsisten, target 9.6
juta rumah dalam satu periode
pemerintahan sangat mungkin
tercapai,” kata Huda dalam
diskusi Dialektika Demokrasi
bertema " Program 3 Juta Rumah
Wujud Nyata Pemerintah dalam
Menjawab Kebutuhan Dasar
Rakyat" di Gedung DPR, Ja
karta. Kamis (9/10/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS) tahun 2023,
jumlah kekurangan kebutuhan
rumah atau backlog perumahan
nasional mencapai 9.9 juta unit.
Artinya, hampir 10 juta rumah
tangga di Indonesia tidak memi
liki hunian milik sendiri.

Huda melanjutkan, dengan
tambahan 2-3 juta unit selama
lima tahun. maka target peruma
han bisa menembus angka 12 juta
rumah. Program 3 juta rumah
merupakan hagian dari program
prinritas nasional yang akan me
ningkatkan kesgjahteraan rakyat
dan mendukung target pertumbu
han ekonomi nasional.

Saat ini, pasar perumahan di
Indonesia terus menunjukkan trer
kenaikan harga. Hal it disebabkan
hanyak faktor, mulai harga tanah
vang terus naik, kenaikan biaya
material dan infrastrukur. Terma
suk, inflasi dan suku bunga Kredit
Pemilikan Rumah (KPR} vang
tinggi, serta tinpeinya permintaan
tetapi pasokian terhatas.

“Kombinasi beberapa faktor
tersebut membuat harga hunian
vang layak semakin tidak ter
jangkau,” 1andasnya.

Akibatova, terdapat lebih dari
26,6 juta warga yang tinggal
di hunian tidak layak. Artinva,
pembangunan 3 juta rumah

bukan hanya realistis, tapi juga
sangat mendesak. “Ini peristiwa
luar biasa yang harus kita dorong
secara bersama-sama,” ujar poli
tikus PKB ini.

Huda mengungkap kontribusi
sektor perumahan terhadap per
tumbuhan ekanomi nasional cu-
kup besar mencapai 1,7 hingga
2 persen. Dalam pembangunan
satu rumah bisa melibatkan 14
teriaga kerja, dan jika program
herjalan maksimal. hisa me
nyerap lebih dari 2 juta pekerja.

Namun, Huda mengkritisi kom-
pleksitas pembiavaan dan akses
masyarakat terhadap program ini.
Sehingga Pemerintah harus segera
menyusun regulasi yang lebih
inklusif dan menyederhanakan
proses pengadaan tanah, termasuk
pemanfaatan aset milik Pemerin
tah Pusat (Pempus), provinsi, dan
kabupatenota.

“Standardisasi dan spesifikast
teknis masih menjadi tantangan.
Perlu konektor kebijakan yang
hisa digunakan lintas sektor agar
program ini tidak terhambat.”
saran legislator asal Jawa Barat
[Jabar) ini.

Huda mendesak agar Undang
Undang Perumahan segera dire
visi. Tujuannya, mengidentifika
51 konsumen secara lebih akurat

dan memastikan pembangunan
rumah tidak hanya memenuhi
kehutuhan tempat tinggal, tetapi

juga mendekatkan masyarakat

pada pusat-pusat kerja dan la
yanan publik.

Wakil Ketua Komisi I DPR
Zulfikar Arse Sadikin menam
hahkan. penyediaan tempat ting
gal dan lingkungan yang layak
bukan sekadar kebijakan teknis,
tetapi amanat konstitusi vang
menventuh hak asasi manusia.
Dalam Pasal 28H ayar (1) ULD
1845, menyatakan setiap warga
negara berhak atas tempat ting
gal dan lingkungan hidup yang
haik dan sehat.

“"Rumah bukan sekadar ban
aunan, tapi hak asasi. Pemerin
tah vang berkuasa wajib mewu

judkannya,” ucapnya.

Zulfikar mengingathkan, niat
baik dalam kebijakan perumah
an harus diiringi dengan motif
yang lurus dan cara yang benar.
“Pengalaman mengajarkan, tuju
an baik bisa rusak kalau motif
nya proyek dan caranya tidak
henar. Sehingga harus dipastikan
kebijakan ini dijalankan dengan
niat tulus untwk rakyat,” tegas
politikus Golkar ini.

Selain itu, ia menyoroti ma
salah lahan sebagai kompanen

krusial dalam program 3 juta
rumah. Tanah tersedia dari ber
bagai sumber. seperti tanah
negara. BUMN, swasta, bahkan
masyarakat yang bersedia me
wakafkan. “Lahan itu ada. Ting
gal kita pastikan statusnya clear
and clean, dan proses pembe
basannya sah.” tandasnya.

Untuk itu, perlu sinergi antara
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasi
onal (ATR/BPN), Kementerian
Perumahan, Pemerintah Daerah
(Pemda), dan sektor pembiayaan
seperti perbankan untuk mem
percepat realisasi program.

Sementara, Kepala Divisi
Kredit Subsidi PT Bank Tabun
gan Negara (BTN) Dedy Les
mana mengatakan, program 3 juta
rumah bertujuan mengentaskan
kerniskinan dan meningkathan ke
sejahteraan masyarakat, utamarnya
di kalangan milenial. Dengan
peningkatan kuota subsidi rumah
menjadi 350 ribu unit. pihaknya
telah menyalurkan 140 ribu unit
rumah. * Ini berarti telah mencapai
70 persen dari target,” jelasnya.

Dedi menyebut daerah dengan
penvaluran perumahan subsidi
terhesar berada di Jawa Barar,
diikuti Sumatera, Jawa Timur,
dan Sulawesi. m 1iF
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